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Vonny Delia Oktaviana (1701617037), Program Studi Pendidikan Ekonomi 
Konsentrasi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 
2019. Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada Badan Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi ini dibuat sebagai gambaran hasil pekerjaan 
yang telah dilakukan selama PKL dengan tujuan memenuhi salah satu persyaratan 
akademik dalam menyelesaikan studi pada Pendidikan Akuntansi, Program Studi 
Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Badan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi beralamat di Jl. 
Jendral Ahmad Yani No.1, Marga Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi. 
Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan selama 1 (satu) bulan pada 29 Juli s.d. 30 
Agustus 2019, dengan 5 hari kerja yang dimulai pada Senin s.d. Jumat, pukul 08.00 
s.d. 16.00 WIB. Kegiatan yang telah dilakukan selama praktik, yaitu Mengoreksi 
Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan Tahun Anggaran 2018 dan 2019 yang 
disesuaikan dengan aplikasi SIMDA, Menyalin Bagan Akun Standar (BAS) dari word 
ke dalam excel, Membuat Lembar Disposisi Surat Masuk dan dicatat ke dalam buku 
Register Surat Masuk, Menginput persediaan barang Dinas Kesehatan di SIMDARA, 
serta Membuat rekapan persediaan 31 puskesmas di excel.  
Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan bertujuan untuk memperluas wawasan 
pengetahuan dan pengalaman, serta meningkatkan kemampuan dan keterampilan 
mahasiswa. Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini dibimbing oleh Bapak Rully Chairul, 
S.E selaku Kepala Sub Bidang Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban 
Anggaran. Dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) tidak selalu berjalan 
dengan baik, masih terdapat masalah atau kendala pada saat praktiknya. Namun, 
Praktikan dapat menyeselaikan semuanya dengan baik. Praktikan juga mendapatkan 
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1.1 Latar Belakang 
Di era Revolusi Industri 4.0 saat ini, kemajuan Ilmu Pengetahuan dan 
Teknologi semakin canggih, globalisasi pun semakin berkembang. Sejak era 
reformasi pada 1998, bangsa Indonesia telah maju selangkah menuju era 
keterbukaan. Dalam era keterbukaan ini, masyarakat semakin menyadari hak dan 
kewajibannya sebagai warga negara dan masyarakat dapat menyampaikan 
aspirasi yang bisa membuat perbaikan terhadap sistem pengelolaan keuangan 
pada badan-badan pemerintah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah 
satu bagian yang mengalami perubahan mendasar dengan ditetapkannya UU No. 
32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 
Undang-undang tersebut telah memberikan kewenangan lebih luas kepada 
pemerintah daerah. Kewenangan yang dimaksud adalah keleluasaan dalam 
mobilisasi sumber dana, menentukan arah, tujuan, dan target penggunaan 
anggaran. 
Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP 
berbasis akrual membawa perubahan besar dalam sistem pelaporan keuangan di 





Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berbasis kas berubah menjadi berbasis 
akrual secara penuh mulai tahun 2015. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat (8) bahwa yang dimaksud 
dengan SAP berbasis akrual adalah standar akuntansi pemerintahan yang 
mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial 
berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam 
pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN 
atau APBD. 
Perubahan basis yang telah ditetapkan Undang-undang Keuangan Negara 
tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh atas posisi 
keuangan, menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban, 
serta bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja. 
Berdasarkan penjelasan mengenai sistem akuntansi pemerintahan di atas, saya 
sebagai mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi Konsentrasi Pendidikan Akuntansi 
dapat menjadikan program Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini sebagai 
pembelajaran secara langsung yang dipraktikan di dunia kerja, terutama di Badan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi. Program Praktik 
Kerja Lapangan (PKL) ini merupakan salah satu syarat kelulusan bagi setiap 
mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Hal ini dilakukan 
untuk memberikan wawasan kepada mahasiswa tentang dunia kerja. Program ini 
juga merupakan pengaplikasian dari ilmu yang telah diajarkan di perkuliahan dan 





Dengan adanya program PKL ini, diharapkan adanya kerja sama antara 
Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dengan instansi swasta maupun pemerintahan 
yang ada sehingga ketika etos kerja dari Praktikan baik, maka akan menimbulkan 
citra positif dari instansi kepada UNJ, serta ketika Praktikan lulus dari UNJ dapat 
dipekerjakan di instansi tersebut. 
Dalam pelaksanaan PKL, Praktikan dituntut untuk mampu beradaptasi dengan 
lingkungan, lebih aktif, dapat berkomunikasi dengan baik kepada karyawan, 
disiplin, dan bertanggung jawab. Kegiatan PKL ini bermanfaat untuk menambah 
wawasan dan pengalaman mahasiswa dalam dunia kerja, menyiapkan mahasiswa 
untuk memasuki dunia kerja, meningkatkan tanggung jawab dan disiplin 
mahasiswa. 
Berdasarkan tuntutan akademik tersebut, maka saya sebagai Praktikan 
melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Badan Pengelolaan Keuangan dan 
Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi Bidang Akuntansi, diharapkan dapat 
menambah wawasan dunia kerja dan mengimplementasikan teori yang telah 
didapat pada saat perkuliahan. 
 
1.2 Maksud dan Tujuan PKL 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 





a. Mengimplementasikan pengetahuan yang sudah didapatkan di 
perkuliahan pada dunia kerja. 
b. Menambah pengetahuan dan pengalaman yang bisa didapatkan di dunia 
kerja sesungguhnya. 
c. Melatih Praktikan untuk bersikap dewasa, mandiri, bertanggung jawab, 
dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja. 
Sedangkan tujuan yang diharapkan dapat tercapai antara lain: 
a. Untuk memenuhi mata kuliah PKL sebagai salah satu syarat untuk 
mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.) bagi mahasiswa Program 
Studi Pendidikan Ekonomi, Konsentrasi Pendidikan Akuntansi. 
b. Menjalin kerja sama antara pihak Universitas Negeri Jakarta dengan pihak 
instansi swasta atau pemerintahan terkait. 
c. Untuk melakukan pengamatan secara langsung kegiatan lapangan yang 
berkaitan dengan teori yang telah dipelajari di perkuliahan dan 
menerapkan pengetahuan akademis yang telah didapatkan. 
d. Untuk membiasakan mahasiswa terhadap budaya dunia kerja yang 
berbeda dengan budaya pembelajaran di kelas dalam tekanan yang lebih 







1.3 Manfaat PKL 
PKL mempunyai manfaat bagi mahasiswa, perguruan tinggi, dan perusahaan. 
Adapun manfaat PKL tersebut antara lain: 
1. Manfaat bagi mahasiswa (Praktikan): 
a.) Sebagai persiapan diri dan bekal untuk terjun ke dalam dunia kerja; 
b.) Kesempatan untuk memperdalam ilmu dan memahami profesionalisme 
dalam kehidupan dunia kerja; 
c.) Sebagai bahan pembanding antara ilmu yang telah diperoleh di 
perkuliahan dengan praktik secara langsung di dunia kerja; 
d.) Menguji kemampuan mahasiswa dalam menerapkan teori pada bidang 
teknis. 
1. Manfaat bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta: 
a.) Menjalin hubungan baik antara Fakultas Ekonomi UNJ dengan instansi 
atau perusahaan terkait; 
b.) Sebagai bahan evaluasi dalam peningkatan mutu kurikulum di masa 
depan; 
c.) Membangun kerja sama antara dunia pendidikan dengan instansi atau 
perusahaan sehingga perguruan tinggi lebih dikenal di kalangan dunia 
kerja. 
2. Manfaat bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi: 





b.) Menjalin hubungan baik dengan Universitas Negeri Jakarta; 
c.) Membatu menyiapkan calon tenaga kerja yang berkualitas dan 
bertanggung jawab. 
 
1.4 Tempat PKL 
Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi, Bidang Akuntansi. Berikut 
adalah data lembaga tempat Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan: 
Nama Instansi : Kantor BPKAD Kota Bekasi 
Alamat  : Jalan Jend. Ahmad Yani No 1, Bekasi 
Nomor Telepon : (021) 88961767 
Fax   : 021 - 88959980 
Website  : info@bekasikota.go.id 
Praktikan memilih BPKAD Kota Bekasi dikarenakan sesuai dengan program 
studi yang diambil oleh Praktikan, yaitu Pendidikan Ekonomi Konsentrasi 
Pendidikan Akuntansi khususnya dalam materi Akuntansi Pemerintahan. 
Beberapa bidang kerja yang harus dilakukan oleh Praktikan dalam melaksanakan 
Praktik Kerja Lapangan, yaitu mengoreksi laporan keuangan, menginput barang 






1.5 Jadwal dan Waktu PKL 
Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan selama satu bulan pada 29 Juli s.d. 30 
Agustus 2019. Dalam satu bulan tersebut terhitung 25 hari kerja, yaitu Senin s.d. 
Jumat pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB. Pada Praktik Kerja Lapangan, ada beberapa 
tahap yang dilakukan, yaitu: 
a. Tahap Persiapan 
Tahap persiapan adalah tahap awal dalam Praktik Kerja Lapangan, yaitu 
mencari informasi terkait dengan penerimaan Praktik Kerja Lapangan pada 
instansi atau perusahaan yang akan ditempati. Setelah mendapatkan informasi 
Praktikan membuat surat permohonan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, 
surat tersebut dibuat dari gedung R, Praktikan mengisi data pada web yang 
tersedia di gedung R (SIPERMAWA, 2018), lalu dari web tersebut sudah 
otomatis tersambung dan diproses oleh Biro Akademik Kemahasiswaan dan 
Hubungan Masyarakat (BAKHUM). Kemudian surat dibawa ke Instansi 
Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota 
Bekasi. Setelah surat masuk ke BPKAD, Praktikan menunggu informasi 
selanjutnya dari BPKAD selama 2 minggu. Praktikan kembali lagi ke BPKAD 
untuk mengurus surat ke DPMPTSP. Dua hari kemudian, pihak DPMPTSP 
menginformasikan bahwa surat yang telah diurus oleh DPMPTSP sudah bisa 
diambil oleh Praktikan. Praktikan diterima untuk melaksanakan PKL pada 29 





b. Tahap Pelaksanaan PKL 
Praktikan melaksanakan PKL selama satu bulan, pada 29 Juli s.d. 30 
Agustus 2019. Dengan pelaksanaan lima hari kerja, yaitu Senin s.d. Jumat. 
Berikut ketentuan kerja di BPKAD Kota Bekasi: 
Jam kerja  : 08.00 – 16.00 WIB 
Istirahat   : 12.00 – 13.00 WIB 
 
c. Tahap Pelaporan 
Penulisan laporan Praktik Kerja Lapangan mulai dilakukan sejak bulan 
Oktober 2019. Penulisan dimulai dengan mencari data-data yang dibutuhkan 
dalam laporan PKL. Kemudian data-data tersebut diolah dan diserahkan 






TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 
2.1 Sejarah Perusahaan 
Dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2010 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang 
Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi, terbentuk suatu kelembagaan baru yaitu 
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi (BPKAD) yang 
sebelumnya adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
Kota Bekasi (DPPKAD) (BPKAD Kota Bekasi, 2019). 
 
2.2 Gambaran Umum Perusahaan 
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2010 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang 
Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5 
Seri D) bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota 
Bekasi merupakan Lembaga Teknis Daerah yaitu SKPD yang melaksanakan 
fungsi utama selaku unsur pendukung tugas Walikota dalam penyusunan dan 





tugas pokok melaksanakan penyusunan dan melaksanaan kebijakan daerah di 
bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan aset daerah. 
Berdasarkan Keputusan Walikota Bekasi Nomor 900/Kep.234-
BPKAD/VI/2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan, 
Pendapatan dan Barang Daerah bahwa Kepala BPKAD Kota Bekasi diberikan 
kewenangan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah serta bertindak selaku 
Bendahara Umum Daerah (BUD) yang memiliki kewenangan dalam hal 
Penyusunan Kebijakan Keuangan Daerah, Penyusunan APBD, melaksanakan 
fungsi Bendahara Umum Daerah, Melaksanakan Sistem Akuntansi dan 
Pelaporan Keuangan Daerah serta Melaksanakan pengelolaan Barang Milik 
Daerah. 
Sejak pemisahan kelembagaan dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Bekasi menjadi BPKAD Kota Bekasi dan 
Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi, BPKAD Kota Bekasi memegang kendali 
penuh terhadap pengelolaan keuangan dan aset Kota Bekasi khususnya dalam 
pengelolaan anggaran, belanja daerah serta aset daerah Kota Bekasi (Gambaran 
Pelayanan BPKAD Kota Bekasi, 2018). 
Pada 3 Desember 2013 Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri (permendagri) Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan 
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Permendagri 
inilah yang menjadi pedoman umum penerapan akuntansi pemerintah daerah 





Dengan terbitnya permendagri tersebut, beberapa persiapan yang harus 
dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menerapkan Standar Akuntansi 
Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual dalam tahun anggaran 2015 adalah sebagai 
berikut: 
1. Menetapkan peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi 
pemerintah daerah, yang berlaku baik bagi entitas akuntansi maupun 
entitas pelaporan. 
2. Menetapkan peraturan kepala daerah tentang Sistem Akuntansi Pemerintah 
Daerah (SAPD) yang meliputi sistem akuntansi Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (SKPD) dan sistem akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 
(PPKD). 
3. Menyusun Bagan Akun Standar (BAS). 
4. Mengembangkan aplikasi komputer pengelolaan keuangan daerah. 
5. Menyelenggarakan pelatihan bagi petugas akuntansi. 
 
 
2.3 Visi dan Misi Perusahaan 
a. Visi 
Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah yang Akuntabel Menuju Opini 






 Meningkatkan Tata Kelola Keuangan yang Akuntabel dan Profesional 
 Meningkatkan Kualitas SDM Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 
 Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah (Visi Misi BPKAD Kota Bekasi, 2019). 
 
2.4 Struktur Organisasi 
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 5 Tahun 2010 tentang 
Perubahan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang 
Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi dan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 39 
Tahun 2010 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Serta Rincian Tugas Jabatan 
pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi, maka Tugas 
Pokok BPKAD Kota Bekasi adalah melaksanakan penyusunan dan kebijakan 
daerah di bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan aset. Untuk 
melaksanakan tugas pokok tersebut BPKAD menyelenggarakan fungsi: 
a. Kepala BPKAD Kota Bekasi 
- Tugas 
Kepala Badan mempunyai tugas membantu Walikota dalam memimpin, 
mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis 





pemerintah daerah lingkup pengelolaan keuangan dan aset daerah yang 
meliputi Bidang Anggaran, Perbendaharaan, Aset dan Akuntansi. 
- Fungsi 
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Badan mempunyai 
fungsi: 
a) Memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan tugas Badan; 
b) Menetapkan visi dan misi Badan untuk mendukung visi dan misi 
Daerah serta kebijakan Walikota; 
c) Menetapkan rencana strategis Badan untuk mendukung visi dan misi 
Daerah serta kebijakan Walikota; 
d) Melaksanakan tugas selaku pengguna anggaran yang antara lain 
terdiri dari: 
1) Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan; 
2) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban 
anggaran belanja; 
3) Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan 
pembayaran; 
4) Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain 
dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; 








Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam 
memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis 
administratif kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi urusan Umum 
dan Perencanaan, Kepegawaian serta Keuangan. 
- Fungsi 
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi: 
a) Memimpin, mengatur, mengarahkan tugas Sekretariat dan 
mengkoordinasikan tugas bidang-bidang; 
b) Menyusun bahan visi dan misi sesuai bidang tugasnya untuk 
dirumuskan menjadi konsep visi dan misi Badan; 
c) Menyusun dan merumuskan bersama rencana strategis Sekretariat 
dan mengkoordinasikan rencana strategis bidang-bidang; 
d) Mengkoordinasikan serta menghimpun bahan perumusan kebijakan 
dan/atau petunjuk teknis sebagai bahan penetapan kebijakan 
pimpinan; 
e) Mengkoordinasikan, menghimpun serta merumuskan bersama 







c. Bidang Anggaran 
- Tugas 
Bidang Anggaran mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam 
memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan 
kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Badan yang meliputi anggaran belanja tidak langsung dan 
pembiayaan serta anggaran belanja langsung. 
- Fungsi 
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang 
anggaran mempunyai fungsi: 
a) Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan bidang; 
b) Perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai 
lingkup bidang tugasnya; 
c) Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi anggaran belanja 
tidak langsung dan pembiayaan serta anggaran belanja langsung, 
lainnya sesuai perintah Kepala Badan; 








d. Bidang Akuntansi 
- Tugas 
Bidang Akuntansi mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam 
memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan 
kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Badan yang meliputi evaluasi dan pelaporan keuangan 
serta kebijakan akuntansi dan neraca daerah. 
- Fungsi 
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Bidang 
Akuntansi mempunyai fungsi: 
a) Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang; 
b) Perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai 
lingkup bidang tugasnya; 
c) Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi evaluasi dan 
pelaporan keuangan serta kebijakan akuntansi dan neraca daerah, 
yaitu: 
1) Pengumpulan, penggolongan, pencatatan, penafsiran, peringkasan 
transaksi atau kejadian keuangan dalam pelaksanaan APBD, 
meneliti dan memeriksa kelengkapan SPJ Fungsional, 
melaksanakan validasi terhadap SPM UP, GU, TU, menyiapkan 





Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah, menyiapkan penyusunan 
dan penggabungan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dan 
barang, meminta kepada Kepala SKPD sebagai PA/KPA untuk 
menyampaikan Laporan Keuangan dan kinerja intern sekurang-
kurangnya setiap triwulan, menyiapkan pernyataan tanggung 
jawab atas Laporan Keuangan Tahunan bahwa pengelolaan 
APBD telah diselenggarakan serta menyajikan informasi 
keuangan daerah; dan 
2) Pengumpulan, penggolongan, pencatatan, penafsiran, peringkasan 
transaksi atau kejadian keuangan dalam pelaksanaan APBD, 
meneliti dan memeriksa kelengkapan SPJ penerimaan fungsional, 
menyiapkan bahan kebijakan akuntansi dan pelaporan 
penerimaan, menyiapkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 
bersama dengan Seksi Sub Bidang Akuntansi Belanja dan 
Pembiayaan dalam rangka penggabungan Laporan 
Pertanggungjawaban Keuangan dan Aset Daerah. 
d) Pelaksanaan hubungan kerja sama pelaksanaan tugas dengan SKPD 
terkait; 
e) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup 
tugasnya; 
f) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Badan; 





Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, Bidang Akuntansi 
memiliki rincian tugas: 
- Rincian Tugas Manajerial 
a) Memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan pelaksanaan 
tugas sesuai lingkup bidangnya; 
b) Menyusun bahan visi dan misi sesuai bidang tugasnya untuk 
dirumuskan menjadi konsep visi dan misi Badan; 
c) Menyusun dan merumuskan rencana strategis Bidang; 
d) Menyusun serta merumuskan bahan penetapan kebijakan dan/atau 
petunjuk teknis sesuai lingkup bidang tugasnya sebagai bahan 
penetapan kebijakan pimpinan; 
e) Menyusun dan merumuskan pedoman kerja pada lingkup bidang 
tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 
f) Menyusun, merumuskan, serta menetapkan program kerja dan 
rencana kegiatan Bidang sesuai dengan rencana strategis dan 
kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan menurut skala 
prioritas; 
g) Merumuskan usulan rencana anggaran kegiatan Bidang untuk 
dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan Badan; 
h) Menyusun dan mengajukan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan 





i) Mengoreksi dan/atau menandatangani konsep naskah dinas yang 
berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas 
dan/atau atas instruksi/disposisi pimpinan; 
j) Memberikan pertimbangan teknis dan/atau administratif terkait 
kebijakan-kebijakan strategis sesuai lingkup bidang tugasnya kepada 
Kepala Badan; 
k) Memberikan masukan, saran, dan informasi kepada Kepala Badan 
terkait pelaksanaan tugas lingkup Bidang; 
l) Mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan 
kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah; 
m) Melakukan koordinasi teknis dengan Sekretaris dan Kepala Bidang 
lainnya dalam pelaksanaan tugasnya; 
n) Melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah baik setingkat 
Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat 
maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai 
kebijakan Kepala Badan;  
o) Mengarahkan, mendistribusikan, memonitoring, mengevaluasi dan 
mengawasi pelaksanaan tugas pada lingkup bidang;  
p) Membina, mengevaluasi, dan memotivasi kinerja bawahan dalam 
upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier; 
q) Melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap 





r) Memberikan sanksi sesuai kewenangan tingkatan eselonnya atas 
pelanggaran disiplin staf/bawahan sesuai ketentuan yang berlaku;  
s) Merumuskan bahan laporan kinerja Bidang;  
t) Merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas secara administratif kepada Kepala melalui 
Sekretaris setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima 
jabatan; 
u) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan 
sesuai wewenang bidang tugasnya. 
- Rincian Tugas Teknis 
a) Melaksanakan pengumpulan, penggolongan, pencatatan, penafsiran, 
peringkasan transaksi atau kejadian keuangan dalam pelaksanaan 
APBD, meneliti dan memeriksa kelengkapan SPJ Fungsional, 
melaksanakan validasi terhadap SPM UP,GU, TU, menyiapkan 
bahan Kebijakan Akuntansi dan pelaporan, menyusun Laporan 
Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah, menyiapkan penyusunan 
dan penggabungan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dan 
barang, meminta kepada Kepala SKPD sebagai PA/KPA untuk 
menyampaikan Laporan Keuangan dan kinerja intern sekurang-





atas Laporan Keuangan Tahunan bahwa pengelolaan APBD telah 
diselenggarakan serta menyajikan informasi keuangan daerah; dan 
b) Melaksanakan pengumpulan, penggolongan, pencatatan, penafsiran, 
peringkasan transaksi atau kejadian keuangan dalam pelaksanaan 
APBD, meneliti dan memeriksa kelengkapan SPJ penerimaan 
fungsional, menyiapkan bahan kebijakan akuntansi dan pelaporan 
penerimaan, menyiapkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 
bersama dengan Seksi Sub Bidang Akuntansi Belanja dan 
Pembiayaan dalam rangka penggabungan Laporan 
Pertanggungjawaban Keuangan dan Aset Daerah. 
 
e. Bidang Perbendaharaan 
- Tugas 
Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas membantu Kepala Badan 
dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan 
kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Badan yang meliputi belanja dan pembiayaan serta 
pengelolaan kas daerah. 
- Fungsi 
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Perbendaharaan 
mempunyai fungsi: 





b) Perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai 
lingkup bidang tugasnya;  
c) Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi belanja dan 
pembiayaan serta pengelolaan kas daerah, yaitu: 
1) Penelitian kelengkapan dokumen Surat Perintah Membayar 
(SPM), menetapkan penerbitan dan surat penolakan penerbitan 
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), melaksanakan 
penginputan data perubahan gaji, menerbitkan dan 
menatausahakan daftar gaji Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(SKPD), melaksanakan rekonsiliasi data gaji Pegawai Negeri 
Sipil (PNS); dan 
2) Pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah, 
pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah, 
penerimaan dan pengeluaran APBD, menyimpan dan penempatan 
uang daerah, pencocokan data (rekonsiliasi) atas pengelolaan dan 
penempatan uang pemerintah daerah, pemantauan suku bunga 
bank. 
d) Pelaksanaan hubungan kerja sama pelaksanan tugas dengan SKPD 
terkait;  






f) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Badan; 
g) Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan. 
 
f. Bidang Aset 
- Tugas 
Bidang Aset mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam 
memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan 
kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Badan yang meliputi mutasi aset dan inventarisasi serta 
pemanfaatan dan pemberdayaan aset. 
- Fungsi 
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Aset 
mempunyai fungsi: 
a) Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;  
b) Perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai 
lingkup bidang tugasnya;  
c) Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi mutasi aset dan 
inventarisasi serta pemanfaatan dan pemberdayaan aset, yaitu:  
1) Pelaksanaan pengumpulan dan penyusunan bahan kebijakan 





pengkajian kebutuhan barang daerah sebagai dasar pelaksanaan 
pengadaan barang, mengikuti pelaksanaan pelelangan barang dan 
bangunan, pelaksanaan administrasi barang daerah, penilaian dan 
penyusutan aset daerah, pencatatan barang milik daerah, 
inventarisasi data aset daerah, penyimpanan seluruh bukti asli 
kepemilikan kekayaan daerah serta pelaksanaan sensus barang 
milik daerah setiap 5 (lima) tahun sekali; dan 
2) Pelaksanaan penyusunan pedoman petunjuk teknis pemanfaatan 
dan pengendalian kekayaan daerah, evaluasi daftar hasil 
pengadaan barang daerah, pematauan dan pengawasan 
kepemilikan asset daerah serta dokumentasi kepemilikan aset 
berupa kendaraan, tanah dan bangunan.  
d) Pelaksanaan hubungan kerja sama pelaksanan tugas dengan SKPD 
terkait; 
e) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup 
tugasnya;  
f) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Badan; 
g) Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan 






PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
3.1 Bidang Kerja 
Saat melaksanakan Program Praktik Kerja Lapangan di Instansi Pemerintah 
Kota Bekasi yang berlokasi di Jalan Jendral Ahmad Yani No. 1 Bekasi, Praktikan 
ditempatkan di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) 
Kota Bekasi, pada Bidang Akuntansi. Penempatan ini disesuaikan dengan 
program studi Praktikan yaitu Pendidikan Akuntansi. Praktikan diberikan 
kesempatan untuk mengerjakan tugas yang berkaitan dengan Akuntansi dalam 
pemerintahan. Pada bidang kerja tersebut, praktikan mengerjakan tugas di 
antaranya adalah:  
1. Mengoreksi Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan Tahun Anggaran 
2018 dan 2019 dengan menggunakan aplikasi SIMDA. Berikut yang dikoreksi 
dari laporan keuangan tersebut: 
a. Selisih nilai Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan menggunakan 
aplikasi SIMDA. 
b. Laporan Operasional (LO) dengan menggunakan aplikasi SIMDA. 
c. Neraca dengan menggunakan aplikasi SIMDA. 
d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dengan menggunakan aplikasi SIMDA. 





3. Membuat Lembar Disposisi Surat Masuk dan dicatat ke dalam buku Register 
Surat Masuk. 
4. Menginput persediaan barang Dinas Kesehatan di SIMDARA. 
5. Membuat rekapan persediaan 31 puskesmas di excel. 
 
3.2 Pelaksanaan Kerja 
Dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Kantor Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi sejak 29 Juli s.d. 30 Agustus 
2019, Praktikan dibantu oleh para karyawan Kantor BPKAD Kota Bekasi Bidang 
Akuntansi untuk dapat memahami tugas Praktikan dalam pelaksanaan PKL. Para 
karyawan memberikan arahan dan bimbingan kepada Praktikan dalam 
pelaksanaan PKL. Berikut adalah tugas yang diberikan kepada Praktikan beserta 
tampilan gambar: 
1. Mengoreksi Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 
Semester 1 dan Prognosis Tahun Anggaran 2019, terdapat 47 dinas yang 
membuat laporan keuangan tersebut. Di dalam buku Laporan Keuangan 
Semester 1 dan Prognosis disajikan 3 laporan, yaitu Laporan Realisasi 
Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), dan Catatan atas Laporan 
Keuangan (CaLK). Praktikan di arahkan dan diajarkan oleh pembimbing 





disesuaikan antara laporan keuangan secara fisik dengan yang ada dalam 
Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). 
 
Proses pemeriksaan Laporan Realisasi Anggaran melalui SIMDA 
Gambar 3.1 
 










Tampilan setelah login akuntansi sistem. Untuk melihat Laporan Realisasi Anggaran 
yang ada di SIMDA, klik “Laporan – SKPD – Pembukuan” 
Gambar 3.3 
 
Tampilan setelah mengklik “Laporan – SKPD – Pembukuan”, pilih “Laporan Realisasi 







Tampilan setelah memilih “Laporan Realisasi Anggaran” dalam “Pilihan Laporan”. 
Lalu isi daftar tersebut sesuai dengan yang ingin diperiksa. 
Gambar 3.5 
 
Tampilan di atas adalah salah satu contoh daftar yang telah diisi sesuai dengan yang 











Tampilan tersebut merupakan Laporan Realisasi Anggaran Per Periode dengan Level 





2. Menyalin Bagan Akun Standar (BAS) dari word ke dalam excel. Dengan 
adanya tambahan akun pada BAS dari pemerintah, yaitu Pembiayaan, 
Pendapatan – LO, Beban. BPKAD harus menyalin ulang BAS terbaru itu 
ke dalam excel. 
Gambar 3.8 
 









Tampilan di atas adalah BAS Akrual 2019 yang sudah disalin ke dalam excel. 
 
3. Membuat Lembar Disposisi Surat Masuk dan dicatat ke dalam buku 
Register Surat Masuk.  
Tabel. 1 Register Surat Masuk 




Perihal Disposisi Diteruskan 
Kepada 
      











Tampilan di atas adalah tampilan awal untuk login dengan menggunakan informasi 








Tampilan di atas adalah untuk menambahkan persediaan barang. Setelah login, 
Praktikan di arahkan untuk mengklik “Master”, lalu klik “Barang”. Untuk 
menambahkan persediaan barang, maka klik “Tambah” 
Gambar 3.12 
 
Setelah klik “Tambah”, akan muncul tampilan seperti gambar di atas. Pilih “Rincian 
Objek” masukkan kode “Persediaan Bahan Kimia” untuk menambahkan persediaan 







Akan muncul tampilan seperti di atas setelah rincian objek dimasukkan kodenya. 
Gambar 3.14 
 







Tampilan di atas adalah setelah rincian objek, nama barang, dan satuan telah diisi lalu 
disimpan. Maka secara otomatis persediaan barang akan bertambah. 
 
5. Membuat rekapan persediaan 31 puskesmas di excel. Dalam merekap 
persediaan puskesmas, hanya menyalin “Persediaan Inventaris Peralatan 











Tampilan di atas adalah pada saat copy persediaan yang akan ditambahkan disetiap 
bulan pada data puskesmas. Lalu klik “Insert Copied Cells”. 
Gambar 3.17 
 
Tampilan pada saat “Insert Copied Cells”. Setelah “Insert Copied Cells” pada semua 
bulan dan puskesmasnya, maka langkah selanjutnya adalah copy “Semesteran” dan 


















Lalu copy paste rumus dari puskesmas sebelumnya ke puskesmas setelahnya. Dalam 
menyalin semesteran dan tahunan di puskesmas, harus sesuai baris dan kolomnya. 
Untuk salinan semesteran, ketika dimasukkan harus dimulai dari baris ke 345 hingga 
372. Untuk salinan tahunan, ketika dimasukkan harus dimulai dari baris 375 hingga 
baris ke 402. Hal tersebut dilakukan agar rumus yang disalin dari puskesmas 









Saldo akhir tahunan harus sama dengan saldo akhir bulan Desember. Saldo akhir 
tahunan pada Puskesmas Bojong Menteng tersebut sebesar 134.636.636,68. 
Gambar 3.22 
 
Tampilan di atas adalah saldo akhir bulan Desember sebesar 134.636.636,68. Saldo 
akhir tahunan sudah sesuai dengan saldo akhir bulan Desember. Itu berarti tidak adanya 







Tampilan di atas adalah saldo akhir semester pada Puskesmas Bojong Menteng sebesar 
112.351.338,72. Saldo akhir semester harus sama dengan saldo akhir bulan Juni. 
Gambar 3.24 
 
Tampilan di atas adalah saldo akhir bulan Juni sebesar 112.351.338,72. Hal ini 







Tampilan di atas adalah persediaan 31 puskesmas. 
 
3.3 Kendala Yang Dihadapi 
Dalam pelaksanaan PKL, tidak selalu berjalan dengan lancar. Meskipun 
Praktikan berusaha melakukan pekerjaan dengan baik agar dapat menyelesaikan 
pekerjaan tepat waktu dan dengan hasil yang baik. Namun, Praktikan masih 
mengalami beberapa kendala pada saat melakukan pekerjaan. Berikut adalah 
kendala-kendala yang dialami oleh Praktikan pada saat pelaksanaan PKL 
berlangsung: 
1. Terjadinya error pada saat menggunakan aplikasi SIMDA 
2. Dalam merekap persediaan puskesmas, terdapat value pada Puskesmas 





3. Pada Puskesmas Rawa Tembaga (28), terjadi kesalahan di saldo akhir 
semester dan tahunan. Hasil saldo akhir semester tidak sama dengan saldo 
akhir bulan Juni, dan saldo akhir tahunan tidak sama dengan saldo akhir 
bulan Desember. 
 
3.4 Cara Mengatasi Kendala 
1. Meminta perbaikan program aplikasi SIMDA kepada pihak terkait 
SIMDA merupakan Sistem Informasi Manajemen Daerah yang bertujuan 
untuk menyediakan data base mengenai kondisi di daerah yang terpadu baik 
dari aspek keuangan, aset daerah, kepegawaian atau aparatur daerah maupun 
pelayanan publik yang dapat digunakan untuk penilaian kinerja instansi 
pemerintah daerah. Aplikasi ini umumnya tidak diajarkan pada bangku 
perkuliahan sehingga terhitung baru bagi praktikan. Praktikan berusaha 
mempelajari sistem pengoperasian aplikasi SIMDA dengan cepat sehingga 
akan memudahkan Praktikan dalam mengerjakan tugas selama masa magang. 
Namun dalam proses pelaksanaan praktik kerja lapangan aplikasi SIMDA 
sempat beberapa kali mengalami error atau gangguan, seperti tidak bisa di 
akses, angka yang muncul beberapa kali nilainya tidak sama, dan tidak bisa 
melakukan input data. Tentu saja hal ini akan mengganggu pekerjaan para 





2. Memeriksa kembali apa yang menyebabkan terjadinya value dalam excel 
tersebut. Dilihat apakah ada rumus yang belum dimasukkan atau adanya 
kesalahan dalam memasukkan rumus. Setelah diperiksa, masalah itu terjadi 
karena saldo akhir persediaan lainnya di bulan april atau bulan sebelumnya 
tidak dimasukkan rumus. Hal itu itu dapat memengaruhi saldo akhir 
setelahnya atau rumus rumus setelahnya. 
3. Adanya ketidaksamaan antara saldo akhir semester dengan saldo akhir bulan 
Juni dan saldo akhir tahunan dengan saldo akhir bulan Desember membuat 
Praktikan khawatir karena harus menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam 
waktu singkat dan dengan hasil yang benar. Lalu, Praktikan secara perlahan 
memeriksa kembali terkait kendala tersebut. Praktikan menemukan masalah 
tersebut terjadi karena ada rumus yang belum dimasukkan ke dalam kolom di 
excel tersebut. Spesifikasinya adalah pada Puskesmas Rawa Tembaga tersebut 
terdapat “Hibah” pada “Persediaan Barang Cetakan”. Hibah biasanya tidak 
ditemukan dalam puskesmas sebelumnya, maka rumusnya tidak ditambahkan 
hibah tersebut. Namun, pada Puskesmas Rawa Tembaga tersebut terdapat 
hibah pada persediaan barang cetakan. Hal ini yang dapat menyebabkan 
terjadinya ketidaksamaan pada saldo akhir. Maka Praktikan segera 
menambahkan saldo hibah pada rumus agar saldo akhir bertambah dan terjadi 
kesamaan saldo akhir semester dengan saldo akhir bulan Juni dan saldo akhir 








Mahasiswa membutuhkan program PKL dalam menghadapi dunia kerja yang 
begitu praktis dan dinamis. Dalam melaksanakan PKL mahasiswa diajak untuk 
berinteraksi langsung dengan berbagai kegiatan teknis dari sebuah teori yang 
diajarkan di bangku perkuliahan. PKL ini menjadi sebuah cara terbaik bagi 
mahasiswa untuk memperoleh pengalaman dalam mengaplikasikan langsung 
ilmu yang telah dimiliki. 
Selama satu bulan mengikuti kegiatan PKL di BPKAD Kota Bekasi, Praktikan 
mendapatkan banyak sekali ilmu dan pengalaman yang sangat berharga. 
Praktikan juga mendapat kesempatan untuk mengasah sikap disiplin, tanggung 
jawab, dan cepat tanggap dalam menyelesaikan suatu pekerjaan yang telah 
diberikan. Praktikan juga diajari sebuah nilai toleransi dan keberagaman dalam 
suasana kerja yang ada di BPKAD Kota Bekasi. 
Selama melaksanakan PKL di BPKAD Kota Bekasi, Praktikan dapat 
mengambil beberapa kesimpulan, antara lain: 
1. Ada banyak ilmu serta pengetahuan baru yang diperoleh Praktikan selama 






2. Kreativitas serta skill seseorang sangat dibutuhkan dalam dunia kerja yang 
semakin ketat. 
3. Praktikan mendapatkan pengalaman mengenai lingkungan kerja dan 
memahami cara bersosialisasi dan berkoordinasi dalam lingkungan kerja. 
4. Praktikan belajar meyesuaikan diri dengan suasana dan etos kerja selama 
melaksanakan PKL.  
 
4.2 Saran 
Adapun saran yang harus diperhatikan dalam melaksanakan PKL, yaitu 
sebaiknya melakukan perencanaan yang matang dalam mempersiapkan 
pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan, serta mencari informasi terkait 
perusahaan yang akan dituju sebelum memutuskan untuk melaksanakan PKL di 
perusahaan tersebut. Kemudian melakukan konsultasi dengan dosen 
pembimbing dalam menentukan perusahaan yang akan dituju oleh Praktikan 
nantinya. Selain itu, sangat penting bagi Praktikan dalam menguasai materi lebih 
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Lampiran 8: Format Saran dan Perbaikan Laporan PKL 
 
